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A. Latar Belakang Penelitian 
Kedudukan seorang anak sebagai generasi muda untuk menjadi penerus 
pemimpin bangsa di masa depan dan sebagai harapan bangsa inixuntuk lebih 
baik dan lebih maju dari generasi yang lama, harus mendapatkan hak yang 
seharusnya yaitu untuk memiliki masa pertumbuhan yang wajar baik secara 
rohani, jasmani dan sosial. Pada saat melakukan perlindungan anak 
merupakan usaha seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan 
peranan, yang menyadari sangat pentingnya anak bagi bangsa ini di masa 
depan.1 
 Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang 
menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau 
berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Anak jalanan dalam 
konteks ini adalah anak yang berusia antara enam sampai dengan delapan 
belas tahun. Sosok anak jalanan bermunculan dikota-kota, baik itu di emper-
emper toko, di stasiun, terminal, pasar, tempat wisata bahkan ada yang 
dimakam-makam, anak-anak jalanan menjadikan tempat mangkalnya sebagai 
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tempat berteduh, berlindung, sekaligus mencari sumber kehidupan, meskipun 
ada juga yang masih tinggal dengan keluarganya.2 
Fenomena anak jalanan mempunyai hubungan dengan masalah-masalah 
lain, baik secara internal maupun eksternal, seperti ekonomi, psikologi, 
sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, agama, dan keluarga. Mereka korban 
dari kondisi yang dialami individu, baik internal, eksternal maupun 
kombinasi keduanya.  
Hal yang dirasakan oleh anak jalanan tidaklah seindah dan semudah yang 
dijalani anak-anak pada umumnya. Mereka harus hidup ditengah kekerasan 
kota-kota besar yang tidak aman dan tidak bersahabat bagi anak jalanan. 
Keberadaan mereka berada di jalanan sebagian besar disebabkan karena 
faktor ekonomi. Mereka terpaksa turun ke jalan karena harus mencari nafkah 
untuk dirinya sendiri. Bahkan tak jarang banyak anak jalanan yang turun ke 
jalan disebabkan adanya paksaan dari orangtua untuk memenuhi kebutuhan 
orangtuanya. Lebih miris lagi anak jalanan yang turun ke jalan karena 
paksaan dari preman atau orang dewasa yang bukan keluarganya. Dalam 
kasus seperti ini, jika mereka tidak membawa uang sebesar yang disuruh oleh 
orangtua atau orang dewasa yang bukan keluarganya (preman) mereka akan 
mendapatkan hukuman berupa tindak kekerasan fisik, psikologis, maupun 
seksual. Selain sebab ekonomi, anak yang turun ke jalan disebabkan karena 
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dibuang oleh orangtuanya sendiri. Ada pula yang turun ke jalan disebabkan 
mengikuti teman atau kabur dari rumah.3 
Anak jalanan terdiri dari beberapa kelompok menurut hasil penelitian 
Kementerian Sosial dan UNDP (United Nations Development Programme) 
di Jakarta dan Surabaya, anak jalanan dikelompokkan menjadi empat 
kategori yaitu: 
1) Anak jalanan yang hidup dijalanan, dengan kriteria yaitu putus hubungan 
atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya, berada di jalanan selama 
8-10 jam untuk “bekerja”(mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya 
menggelandang, dan tidak lagi bersekolah, rata-rata berusia di bawah 18 
tahun. 
2) Anak yang rentan menjadi anak jalanan,mempunyai kriteria seperti, 
bertemu teratur setiap hari atau tinggal dan tidur dengan keluarganya, 
bekerja di jalanan selama kurang lebih  4-5 jam, masih bersekolah, 
pekerjaan yang dilakukan oleh anak jalanan yaitu : menjual koran, 
penyemir,  pengamen, dan lain-lain.4 
Perlindungan terhadap anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik 
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fisik,mental dan sosial. Perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan 
keadilan dalam suatu masyarakat, dengan itu perlindunganxanak akan 
diusahakan dalam berbagai macam bidang kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat. Kegiatan terhadap perlindungan anak membawa akibat 
hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertertulisxmaupun hukum tidak 
tertulis.5 
Anak jalanan sangat memerlukan hak mendapatkan perlindungan. Banyak 
resiko yang berbahaya yang akan mengancam anak jalanan. Anak jalanan 
beresiko mendapatkan tindak kekerasan yang dapat berdapat negatif bagi 
dirinya. Meskipun perlindungan anak telah diatur oleh undang-undang tetapi 
tindak kekerasan masih saja sering terjadi kepada anak jalanan. Pemerintah 
dalam PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) melalui LKSA (Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak) atau rumah singgah akan melakukan 
perlindungan serta advokasi bagi anak jalanan yang menjadi korban tindak 
kekerasan.6 
Selain rumah singgah pemerintah pun membuat Satuan Tugas 
Perlindungan Anak (Satgas PA) disetiap RT/RW/komunitas untuk mencegah 
terjadinya tindak kekerasan pada anak. Setiap Satgas dibekali dengan 
pengetahuan dan keterampilan dalam perlindungan anak. Satgas ini 
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diharapkan bisa mencegah anak yang rentan menjadi korban, mendukung 
anak yang bermasalah, dan melindungi anak yang menjadi korban dengan 
membuka konsultasi, bimbingan, pendampingan, dan pembinaan. Tujuan 
dari perlindungan terhadap anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-
hak anak terhadap hak untuk hidup yang layak, tumbuh,berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, berakhlak mulia 
dan sejahtera.7  
Realitanya masyarakat Indonesia masihxhidup dibudaya eksploitasi 
tehadap anak seperti anak yang dieksploitasi menjadi pengemis, 
diperdagangkan, dan dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang 
dewas8 Ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahunx2002 Tentang 
PerlindunganxAnak, pemerintah menyandarkanxsejumlah asumsi dasarxdari 
penyusunanxUndang-Undangxini. Diantaranya adalah bahwa Negara 
Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga 
negaranya termasuk perlindungan terhadapxhak-hak anak yangxmerupakan 
hak asasi manusia, yang sudah ada dalam dirinya sejakxlahir yang sangat 
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak 
adalah penerusxcita-cita perjuangan bangsa, memiliki sifat khususxyang 
menjamin kelangsunganxeksistensi bangsa danxnegara pada masa 
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depanxagar setiap anak kelak mampuxmemikul tanggung jawabxtersebut. 9 
Maka dari itu seorang anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh 
danxberkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak 
mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan 
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan 
haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.10 
Perlindungan Anak berkaitan dengan beberapa hal yang perlu 
mendapatkan perhatian, yaitu:11 
a. Luas lingkup perlindungan: 
1) Perlindungan yang pokok meliputi sadang,pangan, pemukiman, 
pendidikan, kesehatan,  hukum. 
2) Meliputi hal-halxyang jasmaniahxdanxrohani. 
3) Keperluan yang primer danxsekunder yang berakibat padaxprioritas 
pemenuhannya. 
b. Jaminanxuntuk melakukan pelaksanaanxperlindungan:12 
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1) Untuk menggapaixhasil yangxmaksimal perlu adanya jaminan 
terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini yang dapat 
diketahui oleh pihak-pihak yang terlibatxdalam kegiatanxtersebut. 
2) Seharusnya jaminan ini dijadikan dalam suatu peraturan tertulis 
baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang 
sederhana perumusannya tetapi dapatxdipertanggungxjawabkan 
serta disebarluaskan secara merataxdalam masyarakat. 
3) Pengaturan harusxdisesuaikan dengan keadaanxkondisi dan situasi 
di Indonesia tanpa mengabaikan cara-caraxperlindunganxyang 
dilakukanxdi negara lain, yang patutxdipertimbangan dan ditirux 
(peniruan yang kritis). 
Perlindungan terhadapxanak diusahakanxolehxsetiap orangxbaik orangtua, 
keluarga, masyarakat, pemerintahxmaupun negara. Pasal 18xUndang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahunx2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan :13 
“Negara,xpemerintah,xmasyarakat,xkeluarga dan orangtua berkewajiban 
dan bertanggung jawab terhadapxpenyelenggaraanxperlindungan anak.” 
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Dasarxuntuk melakukan pelaksanaanxperlindungan anak adalah:14 
1) Dasar Filosofis, Pancasila adalah dasar kegiatan dalamxberbagai bidang 
kehidupan keluarga, bermasyarakat, xbernegara danxberbangsa. 
2) Dasar Etis, pelaksanaan untukxmelakukan perlindunganxanak harus 
sesuai dengan etika profesixyangxberkaitan, untuk mencegah perilaku 
menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dalam 
pelaksanaan perlindungan anak. 
3) Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindunganxanak harus didasarkan sesuai 
padaxUUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undanganxlainnya 
yang berlaku. Penerapan dasarxyuridis inixharusxsecara integratif, 
yaitu penerapanxterpaduxmenyangkut peraturanxperundang-undangan 
dari berbagai bidang hukum yangxberkaitan.15 
Menurut Pasal 4xsampai dengan Pasal 18xUndang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahunx2002 Tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak, hak-hakxanak 
sebagaixberikut dibawahxini:16 
1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. (Pasal 4). 
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagaixidentitas diri dan status 
kewarganegaraan. (Pasalx5).17 
3. Setiapxanak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan 
diasuh oleh orang tuanya sendiri.x(Pasal 7xAyat 1). 
4. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapatxmenjamin 
tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak 
tersebut berhak diasuh atau diangkatxsebagaixanak asuhxatau anak 
angkat oleh orang lainxsesuai denganxketentuan peraturan perundang-
undanganxyangxberlaku. (Pasal 7xAyat 2). 
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayananxkesehatanxdan jaminan 
sosialxsesuai dengan kebutuhan fisik, xmental, spiritual, dan sosial. 
(Pasal 8). 
6. Setiapxanak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 
dengan minatxdan bakatnya. (Pasal 9 Ayat 1). 
                                                          




7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh 
pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan 
juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9 Ayat 2).  
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengarxpendapatnya, menerima, 
mencari dan memberikan informasi sesuaixdengan tingkat kecerdasan 
dan usianyaxdemi pengembanganxdirinya sesuai dengan nilai-nilai 
kesusilaan danxkepatutan. (Pasalx10).18 
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 
bantuan sosial, dan pemeliharaan tarafxkesejahteraanxsosial. (Pasal 12).19 
10.  Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain    
mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan 
perlindungan dari perlakuan: 
a. diskriminasi; 
b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; 
c. penelantaran; 
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
e. ketidakadilan; dan  
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f. perlakuan yang salah lainnya.  (Pasal 13). 
g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. 
penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b.perlibatan dalam sengketa 
besenjata;c.pelibatan dalam kerusuhan sosial; d.pelibatan dalam 
peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e.pelibatan dalam 
peperangan. (Pasal 15). 
h. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak 
manusiawi. (Pasal 16 Ayat 1). 
i. Setiap anak berhak untukxmemperoleh kebebasan sesuai dengan 
hukum.(Pasalx16 Ayat 2).20 
Topik yang sering dibicarakan dan sangatxpenting untukxdilindungi 
adalahxmengenai hak-hak anak, terutamaxanakxjalanan. Kementerian Sosial 
Republik Indonesiaxmenyatakan bahwa anak jalananxmerupakan seorang 
anak yangxberumur dixbawah 18 tahun yangxmenghabiskan hampir 
sebagianxatau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan 
untuk mendapatkan uang demi mempertahankan kehidupannyaxsehari-hari. 
Demi mencapai kesejahteraan anak, maka anak harus mendapatkan hak-
haknya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
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dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah 
dan negara agar anak terlindung dari kekerasan dan penyalahgunaan. Hak 
anak bertujuan untuk memastikan bahwaa setiap anak memiliki kesempatan 
untuk mencapai pontensi mereka secara penuh.  
Hak dasar seorang anak adalah mendapatkan kesempatan untuk hidup, 
mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan 
kesempatan untuk berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan. Hak-hak 
dasar itu semua tidak didapatkan oleh para anak jalanan.21 
Anakxjalananxtergolong kedalamxkategori anakxterlantar atau anak 
tidakxmampu yang sepantasnyaxmendapatkan pengasuhan dari negara. 
Sebagianxbesar anakxjalananxmerupakan korban dari xpenelantaran orang 
tuanya. Langkah awalxyang harusxdisadari semuaxpihak dalam 
menghadapixanak jalananxbahwa anakxjalanan bagaimanapunxkondisinya 
merupakan anak yang haknyaxdilindungi oleh hukumxdanxnegara. 
Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 
UUD 1945 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara 
oleh negara”, Artinya pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap 
pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Kemudian 
perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia 
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masuk dalam, Pasal 28B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.22 
Bentuk penerapan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
PerlindunganxAnak adalah dengan dibentuknya lembaga perlindungan anak 
yang merupakan peranxmasyarakat dengan bantuanxpemerintah 
sebagaimana dalam Pasalx72 Undang-UndangxNomor 23 Tahun 2002 
tentang perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak 
mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan 
anak. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga 
perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya 
masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan 
media massa. 
Salah satu lembaga yang berperanxmemberikanxperlindungan kepada 
anak jalananxadalah LembagaxPerlindungan Anak (LPA). Kehadiran 
lembaga ini merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan 
kesempatan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban terhadap 
perlindungan anak sebagai sebuah gerakan bersama, dimana keluarga dan 
masyarakat menjadi basis utama dan terdepan demi terjaminnya 
perlindungan dan kesejahteraan anak-anak. Akanxtetapi, kehadiran lembaga 
                                                          




perlindunganxanak saat ini belumxcakap mengatasi serta mengurangi 
berbagai permasalahan tentang anak jalanan. Masih banyak anak jalanan 
yang terlupakan dan terlantar untukxmenjadi objekxperlindungan 
sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak dikatakan, bahwa pemerintahxdan lembaga 
negaraxlainnya mempunyai kewajibanxdan bertanggung jawab 
untukxmemberikan perlindungan khusus kepada anak dalam keadaan 
darurat.  
Anak yang berhadapan denganxhukum, anak dari kelompokxminoritas 
danxterisolasi, anak terereksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang 
menjadi korban penyalahgunaan narkotika,xalkohol, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, 
anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang mengandung 
cacat, dan anak korban perlakuan salah danxpenelantaran. 23 Dan selain 
membahas tentangxanak saya juga membahas tentang konstitusionalxatau 
konstitusi bersasal dari bahasaxlatin yaitu constitutio, bahasa yang lebih 
mudahnya adalah Undang-Undang Dasar yang di pahami sebagai norma 
                                                          




sistem politik dan hukum pada suatu negara  yang terdokumen secara tertulis 
didalamnya ada aturan, kelembagaan dan pembagian kewenangannya, hak 
dan kewajiban. Hak Konstitusional adalah hak warga negara yang dijamin 
Undang-Undang.24 
B. Identifikasi Masalah 
1) Bagaimana peran dan bentuk pelaksanaan perlindungan pemerintah kota 
Bandung terhadap hak konstitusional anak jalanan berdasarkan Pasal 34 
Undang-Undang Dasar 1945? 
2) Apaxyang menjadi hambatan pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan  
pemerintah kota Bandung terhadap hak konstitusional anak jalanan 
berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945? 
3) Upayaxyangxdilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan 
pemerintah kota Bandung terhadap hak konstitusional anak jalanan 
berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945? 
C. Tujuan Penelitian  
1) Untukxmengkaji peran dan bentuk pelaksanaan perlindungan pemerintah kota 
Bandung terhadap hak konstitusional anak jalanan berdasarkan Pasal 34 
Undang-Undang Dasar 1945. 
                                                          





2) Untuk meneliti suatu hal yang menjadi hambatan yang dilakukan 
olehxpemerintah dalam pelaksanaan perlindungan pemerintah kota Bandung 
terhadap hak konstitusional anak jalanan berdasarkan Pasal 34 Undang-
Undang Dasar 1945. 
3) Untuk meneliti upaya yang dilakukanxoleh pemerintah dalam pelaksanaan 
perlindungan pemerintah kota Bandung terhadap hak konstitusional anak 
jalanan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. KegunaanxTeoritis 
a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 
hukum secara umum dan secara khusus untuk meningkatkan 
pemahaman dibidang hukum tata negara khususnya hukum 
perlindungan anak jalanan. 
b. Penulisan inixdiharapkan dapat menjadixmanfaatxbagi masyarakat 
terutama kepada anak-anak jalanan supaya mendapatkan hak-hak yang 
seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang 
Dasarx1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 





c. Diharapkan dapatxmenambah pengetahuanxdan wawasan bagixpenulis 
khususnya kepada mahasiswa fakultas hukum padaxumumnya mengenai 
sangat pentingnya perlindungan terhadap anak-anak jalanan dan 
menerapkan apa yang seharusnya dilakukanxyangxtelahxdiatur dalam 
Pasalx34xUndang-UndangxDasarx1945 dan Undang-UndangxNomor 
35 Tahun 2014xTentangxPerubahanxAtas Undang-Undang Nomorx23 
Tahun 2002xPerlindunganxAnak. 
2. KegunaanxPraktis 
a. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini memberikanxilmuxyang 
bermanfaat bagi penulis karena penilitian ini bermanfaat untuk 
menambah keterampilan dalam ini. 
b. Bagixanak-anak jalanan, penilitian ini diharapkan bermanfaat untuk 
kalian yang kelak nanti akan mendapatkan hak-hak anak yang seharusnya 
kalian dapatkan, sesuai dengan yangxsudah diatur dalam Pasal 34 
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002xPerlindunganxAnak. 
c. Bagi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, penelitian ini diharapkan 




Pemerintah Kota Bandung Terhadap Hak Konstitusional Anak Jalanan 
Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. 
d. Bagi masyarakat, diharapkan bermanfaatxsebagai pengetahuan bahwa 
masyarakat harus mengetahuixperlindungan anak jalananxsangat penting 
untukxmasaxdepan anak-anakxtersebut danxmengetahui Pelaksanaan 
Perlindungan Pemerintah Kota Bandung Terhadap Hak Konstitusional 
Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. 
E. Kerangka Pemikiran 
Indonesia adalah Negara Hukum, tercantum dalam Pasal 1 ayat (3)  
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah 
Negara Hukum”, yang berarti semua tindakan setiap warga negara Indonesia 
harus menyesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.  
Melakukan perlindungan hukum terhadapxanak jalanan pemerintahxjuga 
harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap anak agar 
tidak menjadi anak jalanan, pencegahan ini harus berbentuk perlindungan 
kepada anak yang dilakukan terhadap pemerintah.  
Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha 
perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 




1. Negara, pemerintahxdalam memberikan perlindungan terhadap anak 
ialah Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan 
bertanggung jawab menghormatixpemenuhan Hak Anak tanpa 
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya 
dan bahasa, statu hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau 
mental serta memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan 
nasional dalamxpenyelenggaraanxperlindunganxanak.  
2. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam 
memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan 
anak.  
3. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib memberikan jaminan 
perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak serta memberikan 
pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara, 
pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk 
menjamin anak dalam mempergunakan haknya untuk menyampaikan 
pendapat sesuai tingkat kecerdasan anak dan usianya.25 
Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan 
UUD 1945, yaitu dalam Pasal  34 ayat  (1),  yang berbunyi,’’Fakir  miskin 
dan anak-anak terlantar dipelihara oleh  negara’’. Dalam hal ini jelas, negara 
                                                          





sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung 
dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar atau anak 
jalanan. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh 
warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh bumi Indonesia 
sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh 
Negara. 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
menyatakan bahwa asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya 
berlandaskan pada prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:26 
1) Non diskriminasi  
Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah 
semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-hak 
Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan 
apapun.  
2) Kepentingan yang terbaik bagi anak  
Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik 
bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut 
anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif 
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dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus 
menjadi pertimbangan. 
3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.  
Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA ayat (1): ”Negara-negara 
pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas 
kehidupan.” Ayat (2):” Negara-negara pihak akan menjamin sampai 
batas maksimal kelangsungan hidup.” Pesan dari prinsip ini sangat 
jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin 
kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang 
melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per 
orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus 
menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup 
yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-
kebutuhan dasar. 27  Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas hak 
untuk, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang 
paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, 
masyarakat, keluarga, dan orang tua. 
4) Penghargaan terhadap pendapat anak  
Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap 
pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk 
                                                          




berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan 
keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi 
kehidupannya. Prinsip ini menegaskan bahwa bahwa anak memiliki 
otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang 
dalam posisi yang lemah, menerima, pasif, tetapi sesungguhnya dia 
pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, 
obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.28 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut jelas 
menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan untuk anak yang 
terdapat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak yaitu prinsip non diskriminasi, 
prinsip kenpentingan, yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, 
kelangsungan hidup, dan perkembangan harus dijadikan dasar atau landasan 
penyelenggaraan perlindungan anak.  
Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar tidak menjadi 
korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta 
maupun pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain 
itu, anak khususnya anak jalanan rentan terhadap perlakuan diskriminasi dan 
eksploitasi.29 
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Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 Ayat (3) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak 
pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang 
berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 
Selain memperoleh hak-hak di atas, seorang anak yang berhadapan 
dengan hukum juga berhak mendapatkan perlindungan khusus seperti yang 
diatur dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yaitu:30 
a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan 
hakhak anak  
b) pemisahan dari orang dewsa 
c)  pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif  
d) pemberian kegiatan rekreasional  
e) pembebasan dan penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang 
kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya  
                                                          




f) penghindaran dan penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur 
hidup  
g) penghindaran dari penangkapan, penahan atau penjara, kecuali sebagai 
upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat  
h) pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, memihak 
dan dalam sidang yang tertutup untuk umum  
i) penghindaran dari publikasi atas identitasnya  
j) pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya 
oleh anak 
k) pemberian advokasi sosial  
l) pemberian kehidupan pribadi  
m) pemberian aksesbilitas terutama bagi anak penyandang disabilitas  
n) pemberian pendidikan  
o) pemberian pelayanan kesehatan  
p) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 




negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 
perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat; anak yang 
berhadapan dengan hukum; anak kelompok minoritas terisolasi; anak 
tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual; anak yang diperdagangkan; 
anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba; anak korban 
penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak yang menyandang cacat; serta 
anak korban perlakuan salah dan penalantaran.”31 
Pasal 59A  
Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui upaya: 
a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi 
secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan 
gangguan kesehatan lainnya  
b. Pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan  
c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dai keluarga tidak 
mampu  
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses 
peradilan 
 
                                                          




Perangkat peraturan daerah yang mengatur tentang Perlindungan Anak 
Jalanan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 
Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan 
Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, 
Kententraman Dan Perlindungan Masyarakat menjadi payung hukum 
terhadap setiap pelaksanaan perlindungan terhadap anak jalanan. 
Pasal 1 butir (7) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, menyatakan : 
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi Anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang 
dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 
Menurut Suyanto, munculnya anak jalanan memiliki penyebab yang tidak 
tunggal. Munculnya fenomena anak jalanan tersebut disebabkan oleh dua hal 
yaitu:  
a) Problema sosiologis: karena faktor keluarga yang tidak kondusif bagi 




kepada anak-anaknya, tidak ada kasih dayang dalam keluarga, 
diacuhkan dan banyak tekanan dalam keluarga serta pengaruh teman. 
b) Problema ekonomi, karena faktor kemiskinan anak terpaksa memikul 
beban ekonomi keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab 
orang tua, 
Tidak semua anak jalanan tidak mempunyai rumah dan orang tua, ada 
beberapa anak jalanan di Kota Bandung apabila dia sedang mengamen atau 
sedang mencari penghasilan di jalan raya atau dipinggir jalan kebanyakan 
dilihat oleh orang tuanya dari jauh dan tidak dilepas oleh orangtuanya. 
Karena mereka mencari nafkah dijalanan untuk membantu perekonomian 
keluarganya, dan adapula yang memang anak jalanan tersebut diterlantarkan 
oleh orang tuanya dan anak-anak jalanan tersebut tinggal di tempat yang 
tidak layak. 
Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, menjelaskan : 
 “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 




b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 
minatnya; 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;dan 
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nalai budi pekerti 
pada Anak.” 
“(2) dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketehaui keberadaanya, 
atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data beralih kepada Keluarga, 
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa: 
“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan 
bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan 
ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan 
Anak.” 
Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 




“(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, 
pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan 
kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain secara hukum bertanggung 
jawab terhadap anak.” 
“(2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan 
Perlindungan Anak.” 
Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang 
Maha Esa. Hak inixmelekat pada setiapxdiri manusia danxbersifat tidak 
dapat dicabut (inalienable). Hak inixbukan merupakan hukum positif atau 
pemberian masyarakat terhadap satu individu atau dapat dibedakan dengan 
individu yangxlain. Oleh karenaxitu, apapun alasanxperbedaan suku, bahasa, 
ras, keyakinan, warna kulit, negara, maupunxseseorang melakukan kejahatan 
paling berat sekalipun, seseorang tidak akan kehilangan martabatnya dan hak 
asasi sebagai manusia.32 
Secaraxeksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat 
pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, 
sifatnya tidakxdapat dihilangkanxatau dikurangixoleh siapapun. Adapunxisi 
dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAMxolehxPBBxadalah: 
                                                          




1. Pengakuanxatas martabatxdan Hak-hak yangxsama bagi semua 
anggota keluarga, kemanusiaanxdan keadilanxdi dunia.  
2. Mengabaikanxdan memandangxrendah Hak AsasixManusia (HAM) 
akan menimbulkanxperbuatan yang tidakxsesuai dengan hatixnurani 
umatxmanusia.  
3. Hak-hak manusiaxperlu dilindungi olehxperaturan hukum.  
4. Persahabatanxantara Negara-negaraxperluxdianjurkan.  
5. Memberikan Hak-hakxyang sama baikxlaki-laki maupunxperempuan.  
6. Memberixpenghargaanxterhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan 
kebebasan kepadaxumatxmanusia.  
7. MelaksanakanxHak-hak dan kebebasanxsecara tepatxdanxbenar.33 
Secaraxnormatif, penegakkan HAM di Indonesia mengacu dalam 
peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undanganxRI 
terdapatxempat bentuk hukum tertulis yangxmemuat aturanxtentang HAM, 
xyaitu: 
1. Undang-undangxDasar Negara (UUDx1945).  
2. KetetapanxMPR (TAPxMPR).  
3. Undang-Undang.  
                                                          




4. Peraturan Pelaksanaan Perundang-Undangan, seperti peraturan 
pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya.34 
F. Metode Penelitian 
Metodexpenelitian adalah suatu caraxilmiah untuk mendapatkanxdata 
yang valid dengan  tujuanxyang dapatxditemukan, dikembangkan, atau 
dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat 
digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasixmasalah 
dalam bidang tertentu. Jenis-jenisxmetode penelitianxdapat dikelompokan 
menurutxbidang, tujuan, metode, tingkatxeksplanasi, danxwaktu. Menurut 
bidang, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian akademis, profesional 
dan institusional. Dari segi tujuan, penelitian dapat dibedakan menjadi 
penelitian murnixdan terapan.35 Suatuxhal yang pentingxini adalah semata-
mata untuk mempermudah dalam menjawab suatu pembahasan dari 
perumusan masalah, yang meliputi: 
1. Spesifikasi Penelitian 
 
Spesifikasixpenelitian dilakukanxdengan caraxdeskriptifxanalitis, yaitu 
menggambarkan peraturan-peraturanxyangxberlaku, dikaitkan denganxteori 
pelaksanaan dan hukumnya. MenurutxRonnyxHanitiyo, penelitianxdeskriptif 
yaitu : 
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“Menggambarkan dan menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang relevan”. 
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto adalah “Suatu penelitian deskriptif 
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 
keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk 
mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat 
teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusunxteori-teori baru”. 
Menyangkut permasalahan yang diteliti Pelaksanaan Perlindungan 
Pemerintah Kota Bandung Terhadap Hak Konstitusional  Anak Jalanan 
Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. 
2. Metode Pendekatan 
 
Metodexpendekatan yang digunakanxdalam penilitian inixadalah normatif  
besertaxdengan pendekatan yuridis empirisxyaitu untuk mengobservasi 
gambaran tentang bagaimana dengan perlindungan negara terhadap anak 
jalanan dan seberapa jauh kebijakan yang ada saat ini dapat mengatasi 
permasalahan tersebut. Spesifikasi penelitianxyang akanxdigunakanxadalah 
bisa pendekatanxcampuran, penelitianxini mencakup kedalamxpendekatan 
normatif dan yuridisxempiris.  
Pendekatan normatif penelitiannya lebih mencakup bahan hukum utama 




yang berhubungan dengan penelitian ini, bisa juga menggunakan pendekatan 
kepustakaan yaknixdengan mempelajari buku-buku perundang-undangan dan 
dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Lalu dengan 
pendekatan yurudis empiris penelitian inixlebih melihatxkenyataan yangxada 
dalam peraktek lapangan atau pendekatanxsecara sosiologis. 
3. Tahap penelitian  
 
Tahapxpenelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pada 
penelitian kepustakaan (LibraryxResearch) dan penelitian lapangan (Field 
Research). Dalam penelitianxkepustakaan (LibraryxResearch) memiliki 
bahan primerxuntuk mendapatkan dataxsekunder, berupa: 
a. Undang-UndangxDasar 1945 
b. Undang-UndangxNomor 35 Tahun 2014 PerubahanxAtas Undang-
UndangxNomor 23 Tahun 2002 TentangxPerlindunganxAnak 
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahunx1979 TentangxKesejahteraanxAnak 
d. Undang-Undan Nomor 39 Taahun 1999xTentang HakxAsasixManusia 
e. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, 




f. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan Anak. 
Dan penelitianxlapangan (FieldxResearch) yaitu memperolehxdata primer, 
untuk mendukung data pelengkap atauxmemperoleh data denganxcara 
Tanyaxjawab (wawancara). 
4. Teknik Pengumpulan Data 
 
Pengumpulan dataxmerupakan suatu prosesxmengumpulkan semuaxdata 
yang didapat untukxkeperluan penelitian. Cara pengumpulan data ini melalui 
penelaahan data yang penulis kumpulkan denganxcara membaca, mencatat 
dan mengutip darixbuku-buku atau peraturan perundang-undangan  yang 
berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dilakukan 
dengan cara studixdokumen melaluixmajalah, buku-buku, jurnal, artikel-
artikel maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
penelitian. 
Pengumpulan dokumen penelitian ini dari peristiwa Pelaksanaan 
Perlindungan Pemerintah Kota Bandung Terhadap Hak Konstitusional  
Aanak Jalanan Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. 
Danxselain dengan cara pengumpulanxdata penelitianxini juga dapat dengan 




mengajukan pertanyaan-pertanyaanxseputar terkait dengan penelitian ini 
yang dirancang untuk memperolehxjawaban-jawaban yang relevan, 
denganxmasalah penelitianxkepada seorangxresponden. 
5. Alat Pengumpulan Data 
 
Alat adalah sarana yang dipergunakan untuk pengumpulan data dalam 
penulisan hukum. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam 
penulisan skripsi ini yaitu : 
a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan 
data yang sudah ada sebelumnya,dalam penulisan ini data yang 
digunakan yaitu menguraikan serta menganalisis data dari berbagai 
sumber. Berupa Perundang-undangan yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dikaji oleh penulis dan juga yang didapatkan dari 
internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh 
peneliti. 
b. Interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara 
dengan instansi-instansi terkait mengenai permasalahan yang dikaji 
oleh peneliti dan juga mengumpulkan bahan-bahan sebagai pelengkap 
dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dibahas oleh peneliti dan didalam pengumpulan data, mengumpulkan 




6. Analisis Data 
 
Analisisxdata yang diperolehxdari hasil penelitianxyang menggunakan 
metode observasi dan metode interview (wawancara), penelitian kepustakaan 
dengan dataxyangxsudah diperoleh laluxdikelompokkan danxdisusun secara 
sistematisxselanjutnya dianalisisxdata tersebut secaraxkualitatif. Kualitatif 
yaitu analisisxyang berupaxuraian dan kalimat. Dan penelitian lapangan 
dianalisis setelah melakukannya wawancara, Narasumber pada penelitian ini 
terdirixdari Ketua atau pihakxterkait Dinas Sosial dan Penanggulangan 
Kemiskinan Kota Bandung . Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pemerintah 
Kota Bandung Terhadap Hak Konstitusional Anak Jalanan Berdasarkan 
Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 
7. Lokasi Penelitian 
 
a. Perpustakaan  
- Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas HukumxUniversitasxPasundan, 
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung, Jawa Barat 40251 
- PerpustakaaanxMochtarxKusumaatmadjaxFakultas Hukum Universitas 
Padjadjaran, JalanxDipatixUkur No.35, KotaxBandung, JawaxBarat 
40132. 
- DinasxPerpustakaan danxKearsipanxDaerah, JalanxKawaluyaanxIndah 




b. Instansi  
- Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, Jl. 
Cipamokolan No.109, Cipamokolan, Kec. Rancasari, Kota Bandung, 
Jawa Barat 40292. 
8. Jadwal Penelitian  
 
Jadwal Penulisan Hukum 
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Pemerintah Kota Bandung 
Terhadap Hak Konstitusional  Anak Jalanan Berdasarkan 
Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 
Nama   : DeantyxPriyankaxPutri 
NPM   : 161000155 
No. SK Bimbingan : Nomor : 072/UNPAS.FH.D/Q/II/2020 
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